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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan 
wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia 
dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan 
perbankan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 
sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu dengan cara studi 
kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan 
metode deduksi yang berpangkal dari premis mayor, yaitu Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan premis minor, yaitu Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari kedua premis tersebut 
kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas dasar pertimbangan 
pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara 
Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan koordinasi antara Bank Indonesia 
dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan 
perbankan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni 
kesatu, ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan 
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU 
Otoritas Jasa Keuangan. Dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 
dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank 
Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 UU Bank Indonesia. 
Kedua, yaitu peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem 
perekonomian yang terdiri atas moneter, kestabilan nilai rupiah dan pembayaran. 
Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan difokuskan pada pengawasan lembaga keuangan 
perbankan maupun non bank. Namun Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 
harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang 
terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa 
Keuangan memiliki kewenangan pengawasan mikroprudensial dan Bank Indonesia 
pengawasan makroprudensial.  








Reza Fazlur Rahman. E00120324. ANALYSIS OF SUPERVISION 
COMPETENCE DISSEVERANCE FOR BANKING FINANCIAL INSTITUTION 
BETWEEN BANK INDONESIA WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. 
Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Legal Scientific Writing. 
2016. 
 
This research are aims to determine the basic consideration of supervision 
competence disseverance for banking financial institutions between Bank Indonesia 
with the Financial Services Authority. 
 This research are normative law research by using a source of law materials, 
either in primary law materials and secondary law material. The material collection 
technique used by literature study way. In this law writing, the author use analysis 
with deduction method that stems from the major premise , namely Law Number 23 of 
1999 on Bank Indonesia, and the minor premise, namely Law Number 21 Year 2011 
on Financial Services Authority. From the both of premise is then drawn a conclusion 
in order to get the result based on the consideration of supervision competence 
disseverance for banking  financial institutions between Bank Indonesia and 
Financial Services Authority and the  coordination between Bank Indonesia and 
Financial Services Authority related to the supervision of financial institutions. 
Based on the research result and the session generated the conclusion which 
are, first, the provision of  function  diversion of the duties and competence for  
regulation and supervision of financial services activity in the sector of banking 
which is contained in the article 55 verse (2) of Financial Services Authority Law. 
The basic consideration for the establishment of Financial Services Authority and the 
supervision competence disseverance of banking  financial institutions between Bank 
Indonesia and Financial Services Authority is the article 34 of Bank Indonesia Law. 
Second, which is role and main task of Bank Indonesia focused on the three 
subsystem of economy that consist of moneter, Rupiah’s value stability and payment. 
Whilst Financial Services Authority focused on supervision of banking financial 
institute as well as non banking. However Financial Services Authority and Bank 
Indonesia should must coordinate in making of  supervision regulatory of the banking 
sector that expressed in the rule of article 39 Financial Services Authority Law. 
Financial Services Authority has supervision authority for micro and Bank Indonesia 
has supervision authority for macro.  
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